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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa, karena atas segala petunjuk-Nya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Depok telah dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2019. 

 

Dokumen LKIP sebagai salah satu parameter kesuksesan pelaksanaan 

Program, Kegiatan dan Anggaran, sekaligus sebagai salah satu indikator 

Kinerja Instansi Pemerintah yang dilandaskan atas dasar prinsip 

akuntabilitas,diharapkan dapat menjadi pedoman bagi jajaran aparaturKantor 

Kesatuan Bangsa dan Politikserta seluruh stakeholdersebagai alat ukur dan 

indikator pelaksanaan program pembangunansecara terpadu, terarah, dan 

terukur. 

 

Dokumen LKIP Tahun Anggaran 2019 ini merupakan aktualisasi dari 

pelaksanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Depokyang berfungsi sebagai 

acuan dan panduan pelaksanaan program-program bidang kesatuan bangsa 

dan politik dalam negeri. 

 

Diharapkan Dokumen LKIP Tahun Anggaran 2019 ini dapat 

memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dari Program, Kegiatan dan 

Anggaran yang telah direalisasikan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

periode Tahun Anggaran 2019.  

 
 

Depok,  Januari 2020 
 

KEPALA 
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

 
 

 

Drs. M.N. HAKIM SIREGAR, M.Si 

Pembina Tk. I (IV/b) 
NIP. 19690807 199403 1 009 
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Ikhtisar Eksekutif 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk 

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya 

dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan kepada setiap Instansi 

Pemerintah. Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggungjawaban atas 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis sebagaimana 

diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 

 LKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok 

Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol Kota 

Depok kepada publik dan sekaligus memberikan gambaran mengenai capaian 

kinerja Kantor Kesbangpol dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum  

sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021, Rencana 

Strategis (RENSTRA) Kantor Kesbangpol Tahun 2016-2021 dan Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesbangpol Tahun 2019. LKIP Kantor 

Kesbangpol Kota Depok Tahun 2019 disusun melalui pengukuran kinerja 

Tahun Anggaran 2019 dengan membandingkan antara target kinerja yang 

ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) dengan hasil 

Pengukuran Kinerja (PK).  

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2019, 

Total Anggaran Belanja Kantor Kesbangpol Kota Depok sebesar  Rp. 

7.837.238.992,- yang terdiri dari   Belanja    Tidak   Langsung   sebesar    Rp. 

3.342.617.692,-  dengan realisasi sebesar Rp  2.760.215.113 atau (90.42%) 

dan  Belanja  Langsung  sebesar Rp. 4.494.621.300,- dengan realisasi sebesar 

Rp 4.326.330.334,- (96.26%).  

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 terdapat 

3 ( tiga) ) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kantor Kesbangpol Kota 

Depok, dengan capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan 

sebagai berikut : 
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Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 
Interpreta

si 
1 Meningkatnya 

Kohesi Sosial 

 Persentase 
menurunnya Index 
konflik sosial 

0.02% 

 

0.04% 

 

200% 

 

Target 

Tercapai  

2 Meningkatnya 
Toleransi dalam 
kehidupan 
beragama 

 Persentase dialog 
dan fasilitasi umat 
beragama 

100% 100% 

  

100% 

 

Target 

Tercapai 

3 Meningkatnya 
Kualitas 
Manajemen 
Pemerintahan 
Dalam Pelayanan 
Publik 

 Predikat SAKIP BB C C Target 

tidak 

tercapai 

 

Dari 3 (tiga) sasaran strategis Kantor Kesbangpol Kota Depok Tahun 2019 

terbagi kedalam 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja kegiatan 

mencapai 100% dan capaian kinerja keuangan mencapai 96.26%.  

 

Depok,  Januari 2020 
 

KEPALA 
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

 
 
 

Drs. M.N. HAKIM SIREGAR, M.Si 

Pembina Tk. I (IV/b) 

NIP. 19690807 199403 1 009 
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PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah adalah organisasi publik yang memproduksi barang dan 

jasa berupa layanan pemerintahan yang dibutuhkan masyarakat sesuai 

urusan yang menjadi kewenangannya, sehingga dalam pelaksanaannya harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, salah satunya melalui Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu organ 

Pemerintah Kota Depok, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum 

yang menjadi kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai kewajiban menyusun 

dan menyampaikan LKIP sebagai wujud responsibilitas dan akuntabilitas 

kinerjanya kepada publik. 

 LKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 

menggambarkan capaian kinerja dalam pelaksanaaan RPJMD Kota Depok 

Tahun 2016-2021 terkait program yang diamanatkan kepada Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok pada tahun 2019 sesuai RKPD Kota 

Depok Tahun 2019,  yang secara operasional disusun dalam Rencana Kerja 

(Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 sebagai implementasi 

dari Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok 2016-

2021 untuk mendukung pencapaian visi Kota Depok yakni “Kota Depok yang 

Unggul, Nyaman dan Religius” 

Beberapa paradigma harapan yang telah ditetapkan di dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok tahun 2016-2021 yaitu : 

kondisi aman dan tertib di dalam kehidupan masyarakat, situasi yang kondusif 

antar berbagai elemen, antara sesama anggota maupun kelompok masyarakat, 

organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi keagamaan, 

antara masyarakat dan aparatur pemerintah daerah, serta antara pemerintah 

daerah dan pemerintah pusat merupakan dukungan bagi terselenggaranya 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta bagi lancarnya seluruh 

proses pembangunan. Adapun Program yang diamanatkan kepada Kantor 

BAB 

1 
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Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok dalam RPJMD Kota Depok  terdiri dari 

:  

1. Peningkatan Administrasi Perkantoran; 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur;  

4. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 

5. Peningkatan Kualitas Perencanaan; 

6. Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Politik; 

7. Pembauran Kebangsaan; 

8. Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban; 

9. Penanganan Konflik Sosial; 

10. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; 

11. Pendidikan Politik warga; 

12. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama. 

 

1.2.  Dasar Hukum 

Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok Tahun 2019  disusun berdasarkan 

ketentuan hukum dan peraturan sebagai berikut : 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar  

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

c. Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
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Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

g. Peraturan Daerah Kota Depok nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025; 

h. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-

2021; 

 

1.3.  Maksud Dan Tujuan 

Maksud :  

Melaksanakan Peraturan   Presiden   Nomor 29 Tahun 2016 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah 

secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja 

melalui Media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Tujuan : 

a. Menyediakan dokumen publik yang dapat memberikan gambaran 

keberhasilan, kelemahan  dan beberapa catatan pelaksanaan program dan 

kegiatan tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 

b. Sebagai bahan evaluasi yang transparan dan akuntabel dari  pelaksanaan 

program dan kegiatan tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 

sehingga dapat dijadikan pedoman perbaikan pada program dan kegiatan 

tahun-tahun mendatang. 

 

1.4  Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 

1.4.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi 

1. Kepala Kantor 

1.1. Kepala Kantor mempunyai tugas pokok merumuskan, 

menyelenggarakan,membina dan mengevaluasi penyusunan 

dan pelaksanaan urusan Pemerintahan dan tugas 

pembantuan pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 

Negeri ; 

1.2. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud kepala kantor 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan Renstra Kantor mengacu pada Renstra Kota; 
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b. Pengkajian bahan kebijakan kesatuan bangsa dan politik; 

c. Pembinaan dan pengawasan pegawai; 

d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan 

ketatausahaan; 

e. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan 

Produk Hukum dan penyusunan rancangan produk 

hukum; 

f. Pengkoordinasian perencanaan program dan rencana 

kerja pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat 

Daerah;dan 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

2.1. Sub  Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, 

merencanakan, mengelola, mengatur, mengkoordinasikan , 

mengendalikan , mengevaluasi dan melaporkan kegiatan 

operasional administrasi umum, perencanaan, evaluasi, 

pelaporan, keuangan dan perlengkapan. 

2.2. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Tata 

Usaha mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan administrasi umum, Perencanaan, 

evaluasi, pelaporan,  keuangan  dan  perlengkapan; 

b. Perencanaan Oprasional Kegiatan administrasi umum, 

Perencanaan, evaluasi, pelaporan,keuangan dan 

perlengkapan; 

c. Pengendalian, pembinaan , evaluasi dan pelaporan 

administrasi umum, Perencanaan, evaluasi, peloporan, 

keuangan dan perlengkapan; 

d. Pengkoordinasian penyusunan programdan laporan seksi-

seksi; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri 

3.1. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri 

mempunyai tugas pokok merencanakan Operasional, 

mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, 

mengevaluasi, melaporkan,  dan  melaksanakan  kegiatan  di  

bidang hubungan  antar  Lembaga  dan  Politik  Dalam Negeri. 

3.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Seksi 

Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi : 

a. Perumusan bahan penetapan kebijakan operasional 

(merujuk kepada kebijakan teknis provinsi) sistem dan 

implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, 

kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, 

fasilitasi Pemilu,Pilpres dan Pilkada skala kota; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi 

politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan 

partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi 

Pemilu,Pilpres dan Pilkada skala Kota; 

c. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di 

kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, 

bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, 

penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di 

bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan 

politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya 

dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan 

Pilkada Skala Kota ; 

d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di 

kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang sistem 

dan implementasi politik, kelembagaan politik 

pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan 

pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada 

Skala Kota ; 

e. Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan 

Politik di bidang sistem dan implementasi politik, 

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai 
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politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, 

Pilpres dan Pilkada Skala Kota ;dan 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

4. Seksi Kewaspadaan Nasional  

4.1. Seksi   Kewaspadaan  Nasional  mempunyai   tugas  pokok 

merencanakan  

Operasional,mengelola,mengkoordinasikan,mengendalikan,

mengevaluasi,melaporkan,dan    melaksanakan     kegiatan di 

bidang  kewaspadaan Nasional. 

4.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud, Seksi Kewaspadaan Nasional  mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan rumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang 

meliputi kewaspadaaan dini dan kerjasama intelijen serta 

penanganan konflik dan pengawasan orang asing; 

b. Penyelenggaraan pengkajian program pelaksanaan 

mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap kewaspadaan 

dini dan kerjasama intelijen; 

c. Penyelenggaraan pengkajian program pelaksanaan 

mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap penanganan 

konflik dan pengawasan orang asing; 

d. Penyelenggaraan analisa, evaluasi dan pelaporan bidang 

kewaspadaan dini Daerah; 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

5. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 

5.1. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai 

tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, 

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. 

5.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud, Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 

mempunyai fungsi : 
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a. Perumusan bahan penetapan kebijakan Operasional 

(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan 

teknis Provinsi) di bidang pembinaan ideologi Negara, 

wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah 

kebangsaan dan penghargaan kebangsaan Skala Kota; 

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi 

negara,wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai 

sejarah Kebangsaan dan penghargaan Kebangsaan skala 

Kota; 

c. Pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan di 

Kecamatan,Kelurahan, dan masyarakat (bimbingan, 

Supervisi dan konsultasi, Perencanaan, Penelitian, 

pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang 

Ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela 

negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan 

kebangsaan skala Kota; 

d. Pengawasan penyelenggaraaan Pemerintahan di 

Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat di bidang 

ketahanan ideologi Negara,wawasan kebangsaan , bela 

negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan 

kebangsaan skala kota; 

e. Peningkatan kapasitas Aparatur Kesbangpol di bidang 

Ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan,bela 

negara,nilai-nilai Sejarah kebangsaan dan penghargaan 

Kebangsaan skala Kota; dan 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian kegiatan Kantor  sesuai  kebutuhan. 

b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dalam 

melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada 

Kepala Kantor. 
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c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 

d. Setiap kelompok dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional 

yang ada di lingkungan Kantor; 

e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan 

sifat,jenis,kebutuhan dan beban kerjanya; 

f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Tata Kerja Kantor Kesbangpol dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Umum 

1. Hal-hal yang menjadi tugas pokok Kantor merupakan satu kesatuan 

yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan; 

2. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor dilaksanakanoleh para 

Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang 

tugasnya masing-masing. 

3. Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kantor wajib 

menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan 

simplipikasi. 

4. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor, wajib 

memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada bawahan; 

b. Pelaporan 

1. Kepala Kantor wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

2. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib 

bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya 

masing-masing. 

3. Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, 

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Hal Mewakili 
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Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor diwakili oleh Kepala 

Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi dengan memperhatikan 

senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya. 

d. Kepegawaian 

Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

pembinaan kepegawaian di lingkup Kantor. 

e. Keuangan 

a. Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada Kantor dibentuk 

Satuan Pemegang Kas. 

b. Susunan, tugas, dan fungsi Satuan Pemegang Kas ditetapkan lebih 

lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri. 

 

1.4.2. Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas: 

1. Kepala Kantor 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri 

4. Seksi Kewaspadaan Nasional 

5. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

 

 

Kepala kantor

Kasi HAL & PDN
Kasi Kewaspadaan 

Nasional
Kasi bina Ideologi dan 

Wasbang

Kasubag Tata UsahaJabatan Fungsional
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1.5  Sistematika Penyajian  

Substansi yang tercakup dalam Laporan Akuntabilitas Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas 

dan fungsi serta sistematika penyajian LKIP Kantor Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kota DepokTahun 2019. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan 

yang menjabarkan visi, misi, tujuan,sasaran,indikator kinerja 

sasaran,kebijakan dan program. Dokumen Penetapan Kinerja tahun 

2019 yang menggambarkan tentang sasaran dan indikator kinerja 

sasaran yang telah ditetapkan serta program dan kegiatan yang harus 

dilaksanakan. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang meliputi: 

kerangka pengukuran kinerja yang terdiri dari hasil pengukuran 

kinerja sasaran,evaluasi/analisis mengenai capaian kinerja dan 

pembandingan data capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. 

Bab IV Penutup 

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan 

hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan 

strategi pemecahan masalah 
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PERENCANAAN KINERJA 
 

2.1.  Perencanaan 

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun 

secara sistematis dan berkesinambungan, yang terbagi kedalam 5 (lima) 

rencana tahunan dengan memperhitungkan kondisi dinamis berupa potensi, 

peluang, kendala yang berkembang dalam setiap tahunnya. Rencana Strategis 

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, 

Program dan Kegiatan.  

Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 

Kota Depok  Tahun   2016 -2021 disusun berdasarkan amanat dari Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional.  

Renstra Kantor Kesbangpol Kota Depok disusun dari hasil 

penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan telah disesuaikan dengan tugas 

dan fungsi Kantor Kesbangpol Kota Depok. Secara ringkas perumusan 

komponen-komponen Renstra diuraikan sebagai berikut : 

 

A. Visi dan Misi Kantor Kesbangpol Kota Depok 

1. Visi 

Rumusan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Depok didasarkan pada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan 

jangka menengah Kota Depok yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana rumusan visi Kantor Kesbangpol 

Kota Depok merujuk kepada amanat visi Pemerintah Kota Depok ditetapkan 

dalam kalimat    : 

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” 

 Pemilihan rumusan visi ini juga didasarkan kepada analisa kondisi faktual 

yang ada seperti : politik, ekonomi, sosiokultural masyarakat Kota Depok yang 

mengalami perkembangan begitu cepat, keadaan demografi, sumberdaya, 

ketersediaan sarana prasarana, termasuk kekuatan pendukung berupa sistem 

BAB 

2 
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regulasi baik dari pusat maupun provinsi yang mampu mendukung proses 

pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Depok ke 

depan, serta kemungkinan-kemungkinan munculnya faktor-faktor eksternal 

pendukung baik dari masyarakat serta para pemangku kepentingan terkait.   

2. Strategi dan Kebijakan 

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra 

Kesbangpol, serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD 

yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Strategi 

dan Kebijakan ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan. 

 Rumusan  strategi  dan  kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

dalam kurun waktu 5 Th (2016-2021), sebagai berikut : 

 

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN  

1 2 3 4 5 

Meningkatkan 
Kesadaran 

Masyarakat 
dalam 

melaksanakan 
Nilai-nilai 

Agama dan 
Menjaga 

Kerukunan 
antar Umat 
Beragama 

Serta 
meningkatkan 

Kesadaran 
Hidup 

Berbangsa dan 
Bernegara 

Meningkatkan 
Integrasi 

Sosial 
Berlandaskan 

Nilai – Nilai 
Agama dan 
Kebangsaan  

Meningkatnya 
Kohesi Sosial 

Meningkatkan 
kerukunan sosial 
dalam 
kehidupan 
bermasyarakat 
dan bernegara 
melalui dialog-
dialog, 
pembauran dan 
penanganan 
konflik 

Melakukan 
dialogis, 
pembauran 
antar pelaku dan  
etnis pada 
semua level  

Meningkatkan 
pemahanan 
wawasan 
kebangsaaan 
melalui 
pendiikan bela 
negara, 
penanaman 
nilai-nilai luhur 
Pancasila 

Melaksanakan 
pendidikan bela 
negara dan  
sosialisasi dan 
pembinaan nilai-
nilai luhur 
Pancasila dan 
UUD 1945 
kepada pelajar 
dan pemuda dan  
masyarakat 

Meningkatkan 
cakupan layanan 
organisasi sosial 
politk dalam 
kehidupan 

Meningkatkan 
partisipasi 
politik bagi bagi 
pelajar dan 
masyarakat. 
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demokrasi 
melalui 
pendidikan 
politik, 
pemberdayaan 
organisasi sosial 
dan poltik, 
peningkatan 
partisipasi 
politik 

Melaksanakan 
pemberdayaan 
organisasi  sosial 
(ormas dan LSM) 
dan politik 
(parpol) dalam 
bentuk 
sosialisasi dan 
fasilitasi. 

Meningkatnya 
Toleransi 
dalam 
kehidupan 
beragama 

 Meningkatkan 
pemahaman 
kehidupan 
beragama 

Peningkatan  
pemahaman 
agama dalam 
rumah tangga, 
sekolah, 
keluarga dan 
masyarakat 

 

2.2.    Perencanaan Kinerja Tahun 2019 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis, baik berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja 

program melalui kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya 

dan direncanakan akan dilaksanakan lagi, maupun kegiatan baru dalam 

mendukung tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.  

Rencana kinerja tahunan juga merupakan spesifikasi kebijakan tahun 

yang satu dengan kebijakan tahun lainnya.  

Rencana kinerja tahun 2019 yang akan dihasilkan sebagai upaya 

organisasi dalam pengelolaan daerah, dituangkan dalam dokumen Rencana 

Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja OPD) Kesbangpol Kota Depok 

Tahun 2019.  

Sasaran Strategis Kesbangpol Kota Depok merupakan bagian integral 

dalam proses perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk 

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin 

suksesnya pelaksanaan rencana panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-

sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis 

yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan 

telah dicapai, maka diharapkan tujuan Strategis terkait juga  dapat dicapai. 

Penetapan sasaran ini diikuti dengan penetapan program yang akan 

dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Program tersebut sepenuhnya 

mendukung pencapaian sasaran.  
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Secara keseluruhan sasaran Strategis dan Indikator Sasaran 

Kesbangpol Kota Depok adalah sebagai berikut : 

 

Keterkaitan Antara Sasaran Strategis Dan Indikator Sasaran 

Kesbangpol Kota Depok 

Sasaran Strategis Indikator Sasaran 

1 Meningkatnya Kohesi 

Sosial 

- Persentase menurunnya indeks 

konflik sosial 

2 Meningkatnya Toleransi 

dalam kehidupan 

beragama 

- Persentase dialog dan fasilitasi 

umat beragama 

 

2.3.  Perjanjian Kinerja 

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen 

dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). 

Penyusunan penetapan kinerja atau sebutan lainnya adalah kontrak kinerja, 

diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja di 

Kesbangpol Kota Depok. Penetapan kinerja pada hakekatnya merupakan 

tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan 

instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung 

jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung 

jawab/kinerja.  

    Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan 

diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun 

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan 

umum diterapkannya penetapan kinerja adalah pertama, intensifikasi 

pencegahan korupsi; kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik; ketiga, 

percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel.  

Sedangkan tujuan khususnya adalah pertama, meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata 

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Kedua, 
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menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur, dan keempat, 

sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. 

Kesbangpol Kota Depok menyusun penetapan kinerja setelah 

menerima DPA dan ditandatangani oleh Walikota Depok dan Kesbangpol Kota 

Depok. Dokumen penetapan memuat pernyataan dan lampiran formulir yang 

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta 

target kinerja dan anggaran. Dalam Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja 

agar memperhatikan Dokumen RENSTRA. Dokumen Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) dan DPA. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh 

setiap pimpinan instansi pemerintah untuk : Memantau dan mengendalikan 

pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam 

LKIP dan menilai keberhasilan organisasi. 

Dokumen Penetapan Kinerja Kesbangpol Kota Depok  sebagai berikut : 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Meningkatnya Kohesi 
Sosial 

Persentase menurunnya 
indeks konflik Sosial 

0.02% 

2 Meningkatnya Toleransi 
dalam kehidupan 
beragama 

Persentase dialog dan 
fasilitasi umat beragama 

100% 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Meningkatnya 
Kohesi Sosial 

Persentase 
menurunnya 
indeks konflik 
Sosial 

0.02% 

Pemberdayaan 
Organisasi Sosial 
dan Politik 

Verifikasi Bantuan Parpol 18.476.000 

Workshop  Keuangan bagi Pengurus 
Partai Politik 

68.798.000 

Jambore Ormas dan LSM 129.550.00 

Bintek Kepemimpinan bagi anggota 
Ormas, LSM 

48.000.000 

Pelayanan Pendaftaran dan 
Pengawasan Ormas 

169.418.000 

Pembauran 
Kebangsaan 

Pembinaan Pembauran Kebangsaan 319.150.000 

Pelibatan 
Masyarakat dalam 
Ketentraman dan 
Ketertiban 

Pembinaan dan Pembentukan 
Kelembagaan Jaga Warga 

121.440.000 

Penanganan 
Konflik Sosial 

Konsultasi dan Informasi Penananan 
Konflik Sosial 

228.559.800 

 

 Pusat Komunikasi dan Informasi 
Kewaspadaan Dini Kota Depok 

190.080.000 

 Workshop Kewaspadaan dini 
Masyarakat 

219.996.300 
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Pembinaan Pemantauan Operasi 
Terpadu Orang Asing dan Organisasi 
Masyarakat Asing 

177.069.800 

    

Peningkatan 
Wawasan 
Kebangsan dan 
bela Negara 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan 
dan Pendidikan Bela Negara 

520.299.800 

Pengiriman Utusan Peserta Bidang 
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 
Negeri 

64.999.800 

Jambore Kebangsaan 223.379.000 

   

 

Pendidikan Politik 
Warga 

Sosialisasi dan Pendidikan Politik 
Pemilih Pemula 

459.370.000 

 
Sosialisasi Pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden Tahun 2019 

300.000.200 

    
Pemantauan Pileg dan Pilpres Tahun 
2019 (Bantuan Keuangan emerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat TA. 2019) 

150.000.000 

2 

Meningkatnya 
Toleransi 
dalam 
kehidupan 
beragama 

Persentase dialog 
dan fasilitasi 
umat beragama 

100% 
Peningkatan 
Kerukunan Umat 
Beragama 

Kemah Pemuda Lintas Agama 80.000.000  

Dialog Publik Peran Tokoh Agama 
dalam Kesatuan Bangsa 

67.773.400  

Dialog Publik Peran Tokoh Agama 
dalam Kesatuan Bangsa 

67.773.400  

Jumlah Anggaran tahun 2019 Rp. 4.494.621.300,- (Empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh 

satu ribu tiga ratus rupiah) 
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AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kesbangpol Kota 

Depok. Capaian kinerja sasaran Kesbangpol Kota Depok Tahun 2019 diperoleh 

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Kesbangpol 

Kota Depok Tahun 2019. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis 

tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut 

:  

3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

 

NO 
URUSAN/BIDANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH DAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM/KEGIATAN 

TARGET 
KINERJA 

TAHUN 2019 

REALISASI 
KINERJA 

TAHUN 2019 
1 2 3 4 5 

  URUSAN PEMERINTAHAN UMUM       

  
Kantor Kesatuan Bangsa dan 
Politik 

          

I 
Program : Peningkatan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase Penyediaan 
Administrasi Perkantoran 

100% 100% 

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor  Jenis Alat Tulis Kantor 58 Jenis 58 Jenis 

2 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jenis Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

14 Jenis 14 Jenis 

3 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jenis Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

12 Jenis 12 Jenis 

4 Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

Jenis Peralatan Rumah 
Tangga 

13 Jenis 13 Jenis 

5 Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

Jenis Makanan dan 
Minuman 

1530 box 1530 box 

6 Rapat-Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 

Jumlah Perjalanan Dinas 708 kali 873 kali 

II 
Program : Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase penyediaan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

100 % 100 % 

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kendaraan Bermotor 

Jumlah Kendaraan Dinas 6 unit 6 unit 

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Perlengkapan Gedung Kantor 

Jenis Perlengkapan 
Gedung Kantor 

7 Jenis 7 Jenis 

9 Pengadaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jenis Inventaris Kantor 7 Jenis 7 Jenis 

III 
Program : Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Aparatur 

Persentase Pegawai yang 
mendapatkan 
pengembangan 
kompetensi 

100% 100% 

BAB 

3 
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10 Bintek Peningkatan Kompentensi 
Bidang Politik Dalam Negeri 

Jumlah Peserta 25 orang 25 orang 

IV Program : Peningkatan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

Nilai SAKIP B C 

11 Penyusunan Pelaporan Keuangan 
dan Capaian Kinerja 

Jumlah Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 

V Program : Peningkatan Kualitas 
Perencanaan 

Cakupan Integrasi 
Perencanaan 

100% 100% 

12 Penyusunan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah (Forum OPD) 

Jumlah peserta 150 orang 150 orang 

VI 
Program : Pemberdayaan 
Organisasi Sosial dan Politik 

Persentase Organisasi 
Sosial dan Politik yang 
Aktif dan berkinerja 

45% 45% 

13 Verifikasi Bantuan Parpol Jumlah dokumen verifikasi 16 Parpol 10 Parpol 

14 Worshop Keuangan Bagi Pengurus 
Parpol 

Jumlah peserta 48 orang 48 orang 

15 Jambore Ormas dan LSM Jumlah peserta 100 orang 100 orang 

16 Bintek Kepemimpinan bagi 
anggota Ormas, LSM  

Jumlah peserta 50 orang 50 orang 

17 Pelayanan Pendaftaran dan 
Pengawasan Ormas 

Jumlah Dokumen 48 Dokumen 48 Dokumen 

VII 
Program : Pembauran Kebangsaan 

Jumlah Kampung 
Pembauran 

2 kampung 2 kampung 

18 Pembinaan Pembauran 
Kebangsaan Jumlah  Peserta 

100 orang, 2 
kampung, 12 

rakor 

100 orang,2 
kampung, 12 

rakor 

VIII 
Program : Pelibatan Masyarakat 
dalam Ketentraman dan 
Ketertiban 

Prosentase Kelembagaan 
RW dalam siaga Warga 
untuk Ketentraman dan 
Ketertiban 

27,84% 27,84% 

19 Pembinaan dan Pembentukan 
Kelembagaan Jaga Warga 

Jumlah RW Jaga Warga 250 RW 250 RW 

IX Program : Penanganan Konflik 
Sosial 

Persentase Penyelesaian 
Konflik Sosial 

65% 65% 

20 Konsultasi dan Informasi 
Penananan Konflik Sosial 

Jumlah Rakor 
4 rakor, 1 
laporan 

4 rakor, 1 
laporan 

21 Pusat Komunikasi dan Informasi 
Kewaspadaan Dini Kota Depok 

Jumlah Rakor 12 kali 12 kali 

22 Workshop Kewaspadaan dini 
Masyarakat 

Jumlah Peserta jumlah 
rakor. 

290 orang, 12 
rakor 

290 orang, 11 
rakor 

23 Pembinaan Pemantauan Operasi 
Terpadu Orang Asing dan 
Organisasi Masyarakat Asing 

Jumlah Peserta 
4 pembinaan, 2 

kali 
4 pembinaan, 2 

kali 

X 

Program : Peningkatan Wawasan 
Kebangsan dan bela Negara 

Cakupan Pelajar dan 
Pemuda yang 
mendapatkan Pendidikan 
Wawasan Kebangsaan dan 
Pendidikan Bela Negara 

100 orang 300 orang 

24 Pembinaan Wawasan Kebangsaan 
dan Pendidikan Bela Negara 

Jumlah Peserta 300 orang 300 orang 

25 Pengiriman Utusan Peserta Bidang 
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 
Negeri 

Jumlah Peserta Utusan 63 OH 67 OH 

26 Jambore Kebangsaan Jumlah Peserta 100 orang 100 orang 

XI Program : Pendidikan Politik 
Warga 

Jumlah Cakupan 
Pendidikan Politik Warga 

1100 orang 1800 orang 

27 Sosialisasi dan Pendidikan Politik 
Pemilih Pemula 

Jumlah Peserta 700 orang 700 orang 
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28 Sosialisasi Pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden Tahun 2019 

Jumlah Peserta 1100 orang 1100 orang 

29 Pemantauan Pileg dan Pilpres 
Tahun 2019 (Bantuan Keuangan 
emerintah Daerah Provinsi Jawa 
Barat TA. 2019) 

Jumlah Laporan 4 laporan 4 laporan 

XII Program : Peningkatan Kerukunan 
Umat Beragama 

Persentasi Organisasi 
Keagamaan Terbina 

55% 55% 

30 Kemah Pemuda Lintas Agama Jumlah Peserta 70 orang 70 orang 

31 Dialog Publik Peran Tokoh Agama 
Dalam Kesatuan Bangsa 

Jumlah Peserta 100 orang 100 orang 

 

3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 

Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terahkir 

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 diketahui 

bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok telah menetapkan 4 

(empat) target kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2019, untuk 

selanjutnya akan dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formulir 

Pengukuran Kinerja Tahun 2019 agar diketahui hasilnya setelah Tahun 

Anggaran 2019 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi 

kinerja Kesbangpol Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATU
AN 

2017 2018 2019 

Targ
et 

Realis
asi 

Targ
et 

Realis
asi 

Targ
et 

Realis
asi 

Meningkatnya 
Kohesi Sosial 

Persentase 
menurunnya 
indeks 
konflik sosial % 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 

Meningkatnya 
Toleransi 
dalam 
kehidupan 
beragama 

Persentase 
dialog dan 
fasilitasi 
umat 
beragama 

% 
100
% 

100% 
100
% 

100% 
100
% 

100% 

Meningkatnya 
Kualitas 
Manajemen 
Pemerintahan 
Dalam 
Pelayanan 
Publik 

PREDIKAT 
SAKIP : B 

opini B C B CC BB C 
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3.3  Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis 

 Setelah diperoleh perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian 

kinerja Kesbangpol  Kota Depok Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan 

beberapa tahun terakhir, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi 

kinerja Kesbangpol  Kota Depok sampai dengan Tahun 2019 dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. 

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut : 

 

PENGUKURAN KINERJA KESBANGPOL KOTA DEPOK TAHUN 2019 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

RENSTRA 
(KUMULATIF) 

REALISASI 
S/D 2019 

(KUMULATI
F) 

Meningkatnya Kohesi Sosial Persentase menurunnya 
indeks konflik sosial 

0.02% 0.03% 

Meningkatnya Toleransi 
dalam kehidupan beragama 

Persentase dialog dan 
fasilitasi umat beragama 100% 100% 

Meningkatnya Kualitas 
Manajemen Pemerintahan 
Dalam Pelayanan Publik 

PREDIKAT SAKIP : B 

B C 

 

Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, 

sedangkan keuangan realisasi hanya tercapai 96.26% ini dikarenakan faktor 

efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.  
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3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 

 Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Depok sampai dengan Tahun 2019 dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, 

langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Depok Tahun 2019 dengan standar nasional. Akan 

tetapi karena standar nasional realisasi kinerja untuk Kantor Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kota Depok belum ada, maka belum dapat dilakukan proses 

pembandingannya. 

 

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ 

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

 Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja 

sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen Penetapan 

Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan 

dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran 

kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Depok dan sebab-sebab tercapai dan tidak 

tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2019 Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan 

untuk mencapai Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok yang 

mengacu pada Visi Kota Depok  sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok Tahun 

2016-2021 yang berbunyi: “Unggul , Nyaman dan Religius”. Evaluasi dan 

analisis atas capaian sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :  

 Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi 

penggunaan sumber Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok selama 

Tahun 2019, yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Sasaran strategis pertama: Meningkatnya Kohesi Sosial 
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Sasaran Strategis pertama mencapai  200% Indikator kinerja, target dan 

realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian 

1. Persentase menurunnya 

indeks konflik sosial 

0.02% 

 

0.04% 

 

200 % 

 

  

 

2. Sasaran strategis kedua: Meningkatnya Toleransi dalam kehidupan 

beragama 

Sasaran Strategis kedua mencapai  100% Indikator kinerja, target dan 

realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian 

2. Persentase dialog dan 

fasilitasi umat beragama 

100% 

 

100% 

 

100 % 
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3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi 

penggunaan sumber daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok 

selama Tahun 2019, yang diuraikan sebagai berikut : 

- Analisis  atas efisiensi penggunaan sumber daya:  

Realisasi secara fisik telah mencapai target , untuk penyerapan 

anggaran memang tidak terserap secara keseluruhan dikarenakan 

perencanaan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan; 

 

3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan  pencapaian pernyataan kinerja 

 Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi 

penggunaan sumber Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok selama 

Tahun 2019, yang diuraikan sebagai berikut : 

1.  Sasaran strategis pertama: Meningkatnya Kohesi Sosial 

Sasaran Strategis pertama mencapai  200% Indikator kinerja, target dan 

realisasinya dapat digambarkan sbb : 

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian 

1. Persentase menurunnya 

indeks konflik sosial 

0.02% 

 

0.04% 

 

200 % 

 

  

2. Sasaran strategis kedua: Meningkatnya Toleransi dalam kehidupan 

beragama 

Sasaran Strategis kedua mencapai  100% Indikator kinerja, target dan 

realisasinya dapat digambarkan sbb : 

 

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian 

2. Persentase dialog dan 

fasilitasi umat beragama 

100% 

 

100% 

 

100 % 

 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 

| Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok |25 

3. 8 Perbandingan Data Kinerja 

Perbandingan data kinerja Kesbangpol Kota Depok yang memadai 

antara realisasi tahun ini dengan realisasi sebelumnya berdasarkan indikator 

kinerja dijabarkan sebagai berikut : 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATU
AN 

2017 2018 2019 

Targ
et 

Realis
asi 

Targ
et 

Realis
asi 

Targ
et 

Realis
asi 

Meningkatnya 
Kohesi Sosial 

Persentase 
menurunnya 
indeks 
konflik sosial 

% 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 

Meningkatnya 
Toleransi 
dalam 
kehidupan 
beragama 

Persentase 
dialog dan 
fasilitasi 
umat 
beragama 

% 
100
% 

100% 
100
% 

100% 
100
% 

100% 

Meningkatnya 
Kualitas 
Manajemen 
Pemerintahan 
Dalam 
Pelayanan 
Publik 

PREDIKAT 
SAKIP : B 

opini B C B CC BB C 

 

3.9  Realisasi Anggaran 

 Berdasarkan perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019, 

Anggaran Belanja Kesbangpol Kota Depok sebesar Rp. 7.261.602.055,- terdiri 

dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.344.300.055 ,-  dan Belanja 

Langsung sebesar Rp. 4.917.302.000 ,-  dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 

6.909.697.578,-  (95.15%) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung 

sebesar Rp 2.190.202.846,- (93.43%) dan Realisasi Belanja Langsung sebesar 

Rp. 4.719.494.732,- (95.98%) sisa anggaran yang tidak terserap masih 

tersimpan di kas daerah, yang diuraikan sebagai berikut : 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

ALOKASI 
ANGGARAN 

REALISASI % 

1 
Meningkatnya 
Kohesi Sosial 

Persentase 
menurunnya 
indeks 
konflik sosial 

0.02% 3.408.586.700  3.269.829.844  95.93% 
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2 

Meningkatnya 
Toleransi 
dalam 
kehidupan 
beragama 

Persentase 
dialog dan 
fasilitasi 
umat 
beragama 

100% 149.999.000     147.599.000  99.14% 

3 

Meningkatnya 
Kualitas 
Manajemen 
Pemerintahan 
Dalam 
Pelayanan 
Publik 

Predikat 
SAKIP 

BB 902.360.600     875.515.490  97.03% 
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PELAKSANAAN APBD KESBANGPOL KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2019 

No 
KELOMPOK 

BELANJA 

JUMLAH 
ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI KEUANGAN FISIK SISA 
ANGGARAN 

(Rp) 
KETERANGAN 

SP2D (Rp) % SPJ (Rp) % (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

1 

BELANJA 

TIDAK 

LANGSUNG 

3.342.617.692 2.760.215.113 82.58 2.760.215.113 82.58 100 582.402.579   

2 
BELANJA 

LANGSUNG 
4.494.621.300 4.326.330.334 96.26 4.326.330.334 96.26 100 168.290.966 

Tidak Terserap 

/efisiensi                

 Rp. 168.290.966 

        
  

      
 

Bend 17 :  

Rp.,- 

 JUMLAH 7.837.238.992 7.086.545.447 90.42 7.086.545.447 90.42 100 750.693.545 
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NO 
URUSAN/BIDANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

DAN PROGRAM/KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM/KEGIATAN 

 TARGET 
KINERJA TAHUN 

2019 

REALISASI 
KINERJA TAHUN 

2019 

% 
CAPAIAN 
KINERJA 

ANGGARAN 2019 DAN REALISASI SAMPAI 
DENGAN TW BERJALAN 

ALASAN 
TIDAK 

TERCAPAI ANGGARAN 
2019 

REALISASI SD 
TW IV 

% 

  URUSAN PEMERINTAHAN UMUM               

  KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                   

1 
Program : Peningkatan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase Penyediaan Administrasi 
Perkantoran  

100% 100% 100% 590.699.000  588.301.080  99,59%   

  Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 58 Jenis 58 Jenis 100,00% 68.809.000,00  66.941.000,00  97,29%  Efisiensi  

  
Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jenis Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

14 Jenis 14 Jenis 100,00% 29.456.000,00  29.280.000,00  99,40%  Efisiensi  

  
Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jenis Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

12 Jenis 12 Jenis 100,00% 5.043.000,00  5.043.000,00  100,00%  Efisiensi  

  
Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Jenis Peralatan Rumah Tangga 13 Jenis 13 Jenis 100,00% 9.553.000,00  9.553.000,00  100,00%  Efisiensi  

  
Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

Jenis Makanan dan Minuman 1530 box 1530 box 100,00% 59.625.000,00  59.587.000,00  99,94%  Efisiensi  

  
Rapat-Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam dan Luar 
Daerah 

Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi Luar 
Daerah 

708 kali 873 kali 100,00% 418.213.000,00  417.897.080,00  99,92%  Efisiensi  

2 
Program : Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Aparatur  

100 % 100 % 100,00% 153.509.200  148.181.110  96,53%   

  
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kendaraan Bermotor 

Jumlah Kendaraan Dinas 6 unit 6 unit 100,00% 48.601.200  44.846.110  92,27%  Efisiensi  
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Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Perlengkapan Gedung 
Kantor 

Jenis Perlengkapan Gedung Kantor 7 Jenis 7 Jenis 100,00% 17.613.000  17.595.000  99,90%  Efisiensi  

  
Pengadaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jenis Inventaris Kantor 7 Jenis 7 Jenis 100,00% 87.295.000  85.740.000  98,22%  Efisiensi  

3 
Program : Peningkatan 
Kualitas Sumber Daya 
Aparatur 

persentase pegawai yang 
mendapatkan pengembangan 
kompetensi 

100% 100% 100,00% 50.000.000  43.970.000  87,94%   

  
Bintek Peningkatan 
Kompentensi Bidang Politik 
Dalam Negeri 

Jumlah Peserta 25 orang 25 orang 100,00% 50.000.000  43.970.000  87,94%  Efisiensi  

4 
Program : Peningkatan 
Kualitas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 

Nilai/SAKIP B C 100,00% 33.675.000  33.386.000  99,14%   

  
Penyusunan Pelaporan 
Keuangan dan Capaian 
Kinerja 

Jumlah Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% 33.675.000  33.386.000  99,14%  Efisiensi  

5 
Program : Peningkatan 
Kualitas Perencanaan 

Cakupan integrasi perencanaan   100% 100% 100,00% 108.152.400  95.063.300  87,90%   

  
Penyusunan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah (Forum 
OPD) 

Jumlah Peserta 150 orang 150 orang 100,00% 108.152.400  95.063.300  87,90%  Efisiensi  

6 
Program : Pemberdayaan 
Organisasi Sosial dan Politik 

Persentase Organisasi Sosial dan 
Politik  yang Aktif dan berkinerja 

45% 45% 100,00% 434.242.000  432.401.900  99,58%   

  Verifikasi Bantuan Parpol  Jumlah dokumen verifikasi  16 Parpol 10 Parpol 62,50% 18.476.000  18.450.000  99,86%  Efisiensi  

  
Worshop Keuangan Bagi 
Pengurus Parpol 

 Jumlah peserta   48 orang 48 orang 100,00% 68.798.000  68.386.000  99,40%  Efisiensi  

  Jambore Ormas dan LSM Jumlah peserta 100 orang 100 orang 100,00% 129.550.000  128.350.000  99,07%  Efisiensi  

  
Bintek Kepemimpinan bagi 
anggota Ormas, LSM  

Jumlah peserta 50 orang 50 orang 100,00% 48.000.000  47.798.500  99,58%  Efisiensi  

  
Pelayanan Pendaftaran dan 
Pengawasan Ormas 

Jumlah dokumen 48 Dokumen 48 Dokumen 100,00% 169.418.000  169.417.400  100,00%  Efisiensi  
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7 
Program : Pembauran 
Kebangsaan 

Jumlah Kampung Pembauran 2 kampung 2 kampung 100,00% 319.150.000  286.312.600  89,71%   

  
Pembinaan Pembauran 
Kebangsaan 

Jumlah  Peserta 
100 orang, 2 
kampung, 12 

rakor 

100 orang,2 
kampung, 12 

rakor 
100,00% 319.150.000  286.312.600  89,71%  Efisiensi  

8 

Program : Pelibatan 
Masyarakat dalam 
Ketentraman dan 
Ketertiban 

Persentase kelembagaan RW dalam 
siaga warga untuk ketentraman dan 
ketertiban 

27,84% 27,84% 100,00% 121.440.000  118.240.000  97,36%   

  
Pembinaan dan 
Pembentukan Kelembagaan 
Jaga Warga 

Jumlah RW Siaga 250 RW 250 RW 100,00% 121.440.000  118.240.000  97,36%  Efisiensi  

9 
Program : Penanganan 
Konflik Sosial 

Persentase Penyelesaian Konflik 
Sosial 

65% 65% 100,00% 815.705.900  769.828.000  94,38%   

  
Konsultasi dan Informasi 
Penananan Konflik Sosial 

Jumlah Rakor 
4 rakor, 1 
laporan 

4 rakor, 1 
laporan 

100,00% 228.559.800  227.627.800  99,59%  Efisiensi  

  
Pusat Komunikasi dan 
Informasi Kewaspadaan Dini 
Kota Depok 

Jumlah Rakor 12 kali 12 kali 100,00% 190.080.000  185.238.000  97,45%  Efisiensi  

  
Workshop Kewaspadaan 
dini Masyarakat 

Jumlah Rakor 
290 orang, 12 

rakor 
290 orang, 11 

rakor 
100,00% 219.996.300  197.994.200  90,00%  Efisiensi  

  

Pembinaan Pemantauan 
Operasi Terpadu Orang 
Asing dan Organisasi 
Masyarakat Asing 

 Jumlah orang asing  
4 pembinaan, 2 

kali 
4 pembinaan, 2 

kali 
100,00% 177.069.800  158.968.000  89,78%  Efisiensi  

10 
Program : Peningkatan 
Wawasan Kebangsan dan 
bela Negara 

Cakupan Pelajar dan Pemuda yang 
mendapatkan Pendidikan Wawasan 
Kebangsaan dan Bela Negara 

100 orang 200 orang 200,00% 808.678.600  775.294.044  95,87%   

  
Pembinaan Wawasan 
Kebangsaan dan Pendidikan 
Bela Negara 

Jumlah  Peserta 300 orang 300 orang 100,00% 520.299.800  507.629.800  97,56%  Efisiensi  
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Pengiriman Utusan Peserta 
Bidang Kesatuan Bangsa dan 
Politik Dalam Negeri 

Jumlah  Peserta Utusan 63 OH 67 OH 100,00% 64.999.800  60.785.244  93,52%  Efisiensi  

  Jambore Kebangsaan Jumlah  Peserta 100 orang 100 orang 100,00% 223.379.000  206.879.000  92,61%  Efisiensi  

11 
Program : Pendidikan 
Politik Warga 

Jumlah Cakupan Pendidikan Politik 
Warga 

1100 orang 1800 orang 163,64% 909.370.200  887.753.300  97,62%   

  
Sosialisasi dan Pendidikan 
Politik Pemilih Pemula 

 Jumlah peserta  700 orang 700 orang 100,00% 459.370.000  441.389.400  96,09%  Efisiensi  

  
Sosialisasi Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden 
Tahun 2019 

 Jumlah peserta  1100 orang 1100 orang 100,00% 300.000.200  297.308.700  99,10%  Efisiensi  

  

Pemantauan Pileg dan 
Pilpres Tahun 2019 
(Bantuan Keuangan 
emerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat TA. 2019) 

 Jumlah Laporan  4 laporan 4 laporan 100,00% 150.000.000  149.055.200  99,37%  Efisiensi  

12 
Program : Peningkatan 
Kerukunan Umat Beragama 

Persentase Organisasi Keagamaan 
Terbina  

55% 55%   149.999.000  147.599.000  98,40%   

  
Kemah Pemuda Lintas 
Agama 

Jumlah peserta 70 orang 70 orang 100,00% 80.000.000  80.000.000  100,00%  Efisiensi  

  
Dialog Publik Peran Tokoh 
Agama Dalam Kesatuan 
Bangsa 

Jumlah peserta 100 orang 100 orang 100,00% 69.999.000  67.599.000  96,57%  Efisiensi  
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PENUTUP 
 

4.1 Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja 

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran Tahun 2019, Kantor Kesatuan Bangsa 

da Politik Kota Depok telah melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai Visi 

dan Misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya 

diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dari 2 (Dua) 

sasaran strategis. Disamping itu penyusunan LKIP ini merupakan sarana sebagai 

bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kesbangpol Kota 

Depok pada tahun-tahun mendatang. 

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran 

mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dari 2 (Dua) sasaran strategis dan 2 

(dua) indikator berdasarkan RENSTRA Kesbangpol Kota Depok Tahun 2016-2021, 

dengan capaian Kinerja Keuangan 96.26% dan Kinerja Fisik 100%. Dalam pelaksanaan 

pencapaian target indikator kinerja Kesbangpol Kota Depok didukung dengan adanya 

12 (dua belas) Program dan 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan dan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 7.837.238.992,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 

3.342.617.692,-  dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.494.621.300,-  dengan Realisasi 

Belanja sebesar Rp. 7.086.545.447,- (90.42%) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak 

Langsung sebesar Rp 2.760.215.113,- (82.58%) dan Realisasi Belanja Langsung 

sebesar Rp. 4.326.330.334,- (96.26%). 

 

4.2  Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja 

Pada tahun 2019 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya 

pencapaian sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok meliputi 

: 

1. Sumberdaya yang terbatas dihadapkan pada dinamika sosial dan politik yang 

demikian cepat. 

2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan 

informasi; 
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4.3  Strategi Pemecahan Masalah 

Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Kantor Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kota Depok melakukan langkah-langkah demi meminimalisir kendala-

kendala yang ada, sebagai berikut : 

1. Bimtek dan rapat koordinasi internal untuk peningkatan kompetensi SDM Kantor 

Kesbangpol. 

2. Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait seperti FKUB, FKDM dan 

FPK. 

3. Meningkatkan fungsi keberadaan website Kesbangpol dalam menyajikan data-

data yang dimiliki dengan koordinasi secara instensif dengan seksi-seksi. 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Kesbangpol. 

5. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk membangun kesamaan dan 

kesatuan data dengan sumber atau penyedia data, baik OPD di lingkungan 

Pemerintah Kota Depok maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, antara lain 

Kepolisian, TNI, Kejari, Kejati, Imigrasi, Depag, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, 

Dirjen Pemerintahan Umum dan Politik Kementerian Dalam Negeri. 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Depok Tahun 2019 yang dapat Kami sampaikan. Kiranya 

laporan ini dapat menjadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja 

organisasi. 
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